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pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap niat kepatuhan, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman
yang lebih tinggi terhadap peraturan perpajakan mendorong
kepatuhan sukarela. Persepsi keadilan perpajakan juga menunjukkan
pengaruh positif yang signifikan, menyoroti pentingnya kebijakan
perpajakan yang adil dan administrasi perpajakan yang transparan
dalam membentuk perilaku wajib pajak. Selain itu, sanksi perpajakan
ditemukan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap niat
kepatuhan, menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum
memainkan peran pencegahan yang penting. Secara bersamaan,
pengetahuan pajak, persepsi keadilan, dan sanksi pajak menjelaskan
proporsi yang substansial dari variasi dalam niat kepatuhan wajib
pajak. Temuan ini menyarankan bahwa meningkatkan pendidikan
pajak, menjaga keadilan dalam sistem pajak, dan menerapkan sanksi
yang konsisten merupakan strategi esensial untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak individu.

ABSTRACT

This study examines the effect of tax knowledge, perceptions of tax
fairness, and tax sanctions on the compliance intentions of individual
taxpayers. Using a quantitative research approach, data were collected
from 200 individual taxpayers through a structured questionnaire
measured using a five-point Likert scale. The collected data were
analyzed using multiple linear regression with SPSS version 25. The
results showed that tax knowledge had a positive and significant effect
on compliance intention, indicating that a higher level of
understanding of tax regulations encouraged voluntary compliance.
Perceptions of tax fairness also showed a significant positive influence,
highlighting the importance of fair tax policies and transparent tax
administration in shaping taxpayer behavior. In addition, tax sanctions
were found to have a significant positive influence on compliance
intention, indicating that law enforcement mechanisms play an
important preventive role. Together, tax knowledge, perceptions of
fairness, and tax sanctions explain a substantial proportion of the
variation in taxpayers' compliance intentions. These findings suggest
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that improving tax education, maintaining fairness in the tax system,
and applying consistent sanctions are essential strategies for
improving individual taxpayer compliance.
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1. PENDAHULUAN

Pendapatan pajak merupakan sumber pendanaan utama pemerintah yang digunakan untuk
mendukung layanan publik, pengembangan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Di
banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, efektivitas pengumpulan pajak sangat bergantung
pada perilaku kepatuhan wajib pajak individu. Meskipun otoritas pajak terus berupaya meningkatkan
administrasi dan penegakan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak individu seringkali masih di bawah
harapan (Elsa & Utomo, 2022; Pratiwiningsih, 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan bukan
hanya masalah teknis, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku, kognitif, dan persepsi yang
dimiliki oleh wajib pajak (Rahmat, 2022).

Niat kepatuhan pajak merujuk pada kesediaan dan keputusan sadar individu untuk memenuhi
kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Niat kepatuhan dianggap sebagai prasyarat
penting bagi perilaku kepatuhan aktual, karena individu yang memiliki niat kuat untuk patuh lebih
cenderung melaporkan penghasilan secara akurat, membayar pajak tepat waktu, dan mematuhi
undang-undang pajak (Dwifanty et al., 2025; Tanjung et al., 2024). Memahami determinan niat
kepatuhan oleh karena itu esensial untuk merancang kebijakan dan strategi pajak yang efektif guna
meningkatkan kepatuhan sukarela.

Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi niat kepatuhan adalah pengetahuan pajak.
Pengetahuan pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami peraturan, prosedur, hak, dan
kewajiban pajak. Pengetahuan pajak yang memadai dapat mengurangi ketidakpastian, meminimalkan
ketidakpatuhan yang tidak disengaja, dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban pajaknya (Hadiyarroyyan & Urumsah, 2019; Nugraha, 2019). Sebaliknya, pemahaman yang
terbatas tentang aturan pajak dapat menyebabkan kesalahan, kesalahpahaman, dan bahkan
penghindaran sengaja akibat kompleksitas yang dirasakan. Dalam konteks ini, pendidikan pajak dan
penyebaran informasi memainkan peran kritis dalam membentuk niat kepatuhan wajib pajak.

Faktor penting lainnya adalah persepsi keadilan pajak. Keadilan pajak berkaitan dengan
penilaian wajib pajak terhadap apakah sistem pajak adil, baik dalam hal distribusi beban pajak maupun
penggunaan pendapatan pajak. Ketika wajib pajak memandang sistem pajak sebagai adil —artinya tarif
pajak proporsional, penegakan hukum konsisten, dan dana publik digunakan secara bertanggung
jawab—mereka lebih cenderung mengembangkan sikap positif terhadap perpajakan (Mogi, 2021; Vico
& Sianipar, 2024). Di sisi lain, persepsi ketidakadilan dapat menyebabkan resistensi, ketidakpuasan, dan
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niat kepatuhan yang lebih rendah, karena wajib pajak merasa sistem tidak memperlakukan mereka
dengan adil.

Selain faktor kognitif dan persepsi, mekanisme penegakan hukum seperti sanksi pajak juga
memainkan peran penting dalam membentuk niat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak, yang meliputi
denda administratif, denda, dan konsekuensi hukum lainnya atas pelanggaran peraturan pajak,
berfungsi sebagai pencegah dengan meningkatkan biaya yang dirasakan akibat ketidakpatuhan dan
penghindaran pajak. Efektivitas sanksi ini dipengaruhi tidak hanya oleh tingkat keparahannya tetapi
juga oleh kesadaran wajib pajak terhadapnya serta persepsi mereka tentang kepastian dan konsistensi
penegakan hukum. Ketika sanksi dianggap kredibel dan diterapkan secara adil, mereka dapat
memperkuat niat wajib pajak untuk patuh. Namun, studi empiris sebelumnya melaporkan temuan yang
campur aduk mengenai pengaruh relatif pengetahuan pajak, persepsi keadilan, dan sanksi pajak
terhadap kepatuhan, dengan beberapa studi menekankan peran yang lebih kuat dari pengetahuan dan
keadilan dalam mendorong kepatuhan sukarela, sementara yang lain menyoroti sanksi sebagai faktor
pencegahan utama. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan kebutuhan akan penyelidikan empiris lebih
lanjut yang berfokus pada niat kepatuhan daripada hanya pada perilaku kepatuhan aktual. Oleh karena
itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, persepsi keadilan, dan sanksi
pajak terhadap niat kepatuhan wajib pajak individu menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan data
dianalisis melalui SPSS versi 25, guna menyediakan bukti empiris tentang bagaimana faktor-faktor ini
berinteraksi dan memberikan wawasan praktis bagi otoritas pajak dalam merancang kebijakan yang
menyeimbangkan pendidikan, keadilan, dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan pajak
sukarela.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Niat Kepatuhan Pajak
Niat kepatuhan pajak merujuk pada motivasi internal dan kesediaan wajib pajak individu untuk

mematuhi peraturan pajak secara sukarela, mewakili keadaan psikologis yang mendahului perilaku
kepatuhan aktual seperti pelaporan pendapatan yang akurat, perhitungan kewajiban pajak yang benar,
dan pembayaran pajak tepat waktu (Kumaratih & Ispriyarso, 2020; Roseline & Rusydi, 2012). Dalam
penelitian perilaku perpajakan, niat kepatuhan sering digunakan sebagai proxy untuk perilaku
kepatuhan di masa depan karena niat merupakan prediktor kuat terhadap tindakan, artinya wajib pajak
dengan niat kepatuhan yang lebih tinggi cenderung secara konsisten memenuhi kewajiban pajaknya.
Konsep ini erat terkait dengan teori perilaku (Mountana, 2021; Mukhlis et al., 2015), khususnya Teori
Perilaku yang Direncanakan, yang menjelaskan bahwa niat dibentuk oleh sikap terhadap perilaku,
norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan. Dalam konteks perpajakan, sikap dipengaruhi
oleh persepsi keadilan dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan, norma subjektif muncul dari
ekspektasi sosial dan pengaruh teman sebaya, sedangkan kontrol perilaku yang dirasakan dipengaruhi
oleh pengetahuan perpajakan dan kompleksitas peraturan perpajakan yang dirasakan. Oleh karena itu,
memahami faktor-faktor yang membentuk niat kepatuhan perpajakan sangat penting untuk
mengembangkan strategi efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

2.2 Pengetahuan Pajak
Pengetahuan pajak merujuk pada sejauh mana wajib pajak memahami undang-undang pajak,
peraturan, prosedur, serta hak dan kewajiban mereka, termasuk pengetahuan tentang tarif pajak,
prosedur pelaporan, batas waktu, sanksi, dan tujuan perpajakan. Pengetahuan pajak yang memadai
memungkinkan wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak dengan benar dan mengurangi
kemungkinan kesalahan yang tidak disengaja akibat kesalahpahaman atau kurangnya informasi
(Wardani & Rosita, 2022). Dari perspektif perilaku, pengetahuan pajak meningkatkan kontrol perilaku
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yang dirasakan, karena wajib pajak yang memahami sistem pajak merasa lebih mampu dan percaya diri
dalam memenuhi kewajiban mereka (Newman et al., 2018; Setiyaviani & Julian, 2023). Tingkat
pengetahuan pajak yang lebih tinggi umumnya terkait dengan kesadaran yang lebih besar terhadap
konsekuensi ketidakpatuhan dan pemahaman yang lebih jelas tentang manfaat kepatuhan, sedangkan
pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan kebingungan, frustrasi, dan persepsi kompleksitas
yang melemahkan niat kepatuhan dan berpotensi mendorong perilaku penghindaran (Fauziati et al.,
2020; Timothy & Abbas, 2021). Studi empiris secara konsisten menunjukkan hubungan positif antara
pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak atau niat kepatuhan, menunjukkan bahwa wajib pajak
yang terinformasi dengan baik cenderung memandang sistem pajak sebagai lebih dapat dikelola dan
lebih bersedia mematuhi secara sukarela, yang menyoroti pentingnya program pendidikan pajak dan
penyebaran informasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.

2.3 Persepsi Keadilan Pajak

Persepsi keadilan pajak merujuk pada evaluasi subjektif wajib pajak mengenai apakah sistem
pajak adil dan setara, mencakup keadilan horizontal, yang mencerminkan perlakuan yang sama
terhadap wajib pajak dengan kemampuan membayar yang serupa; keadilan vertikal, yang berkaitan
dengan perbedaan beban pajak yang tepat berdasarkan pendapatan atau kemampuan; dan keadilan
prosedural, yang berkaitan dengan keadilan dalam proses administrasi dan penegakan pajak
(FULLGITA, 2020; Mukhlis et al., 2015).

Persepsi keadilan ini memainkan peran kritis dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap
perpajakan, karena individu yang percaya bahwa sistem perpajakan adil dan bahwa pendapatan pajak
digunakan secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan publik lebih cenderung memandang
pembayaran pajak sebagai kewajiban warga negara daripada beban, sehingga memperkuat niat mereka
untuk mematuhi secara sukarela (Bartelings & Philippidis, 2024; Jordan et al., 2003). Sebaliknya, persepsi
ketidakadilan, seperti penegakan hukum yang tidak adil, korupsi, atau penyalahgunaan dana pajak,
dapat merusak kepercayaan terhadap otoritas pajak dan melemahkan niat kepatuhan. Sesuai dengan
penelitian sebelumnya, persepsi keadilan pajak telah terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap
perilaku dan niat kepatuhan pajak, menunjukkan bahwa wajib pajak termotivasi tidak hanya oleh
pertimbangan ekonomi tetapi juga oleh keyakinan moral dan etis terkait keadilan dan tanggung jawab
sosial.

2.4 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merujuk pada hukuman yang dikenakan pada wajib pajak yang tidak mematuhi
peraturan pajak, termasuk denda, bunga, dan konsekuensi administratif atau hukum lainnya, dan
merupakan elemen kunci dari pendekatan pencegahan dalam kepatuhan pajak, yang mengasumsikan
bahwa individu secara rasional mempertimbangkan biaya dan manfaat kepatuhan versus
ketidakpatuhan (Siregar et al., 2023; Wijaya, 2018). Dari perspektif pencegahan, efektivitas sanksi pajak
bergantung pada tingkat keparahan, kepastian, dan visibilitasnya, karena sanksi yang dianggap parah
dan diterapkan secara konsisten meningkatkan biaya yang diharapkan dari ketidakpatuhan dan dengan
demikian memperkuat niat kepatuhan. Namun, sanksi yang dianggap terlalu keras juga dapat
menimbulkan rasa takut, ketidakpuasan, atau perlawanan jika tidak disertai dengan penegakan yang
adil dan komunikasi yang jelas. Bukti empiris mengenai peran sanksi pajak masih campur aduk, dengan
beberapa studi menemukan efek positif yang signifikan pada niat kepatuhan, sementara yang lain
menyarankan bahwa sanksi saja tidak cukup untuk memastikan kepatuhan tanpa pengetahuan pajak
yang memadai dan persepsi keadilan, menunjukkan bahwa sanksi lebih efektif ketika diintegrasikan
dengan pendekatan pendidikan dan keadilan daripada diterapkan sebagai instrumen kebijakan mandiri
(Siregar et al., 2023; Wijaya, 2018).
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2.5 Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan perspektif teoretis dan temuan empiris yang dibahas di atas, studi ini mengusulkan
bahwa pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak merupakan determinan penting
dari niat kepatuhan wajib pajak individu, di mana pengetahuan pajak diharapkan memiliki pengaruh
positif terhadap niat kepatuhan dengan meningkatkan pemahaman dan kontrol perilaku yang
dirasakan, persepsi keadilan pajak diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap niat kepatuhan
dengan menumbuhkan sikap positif dan kepercayaan terhadap sistem pajak, dan sanksi pajak
diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap niat kepatuhan dengan meningkatkan biaya yang
dirasakan akibat ketidakpatuhan; oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis yang menguji
pengaruh positif dan signifikan dari pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak
terhadap niat kepatuhan wajib pajak individu.
e H1: Pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan wajib
pajak individu.
e H2: Persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan
wajib pajak individu.
H3: Sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan wajib pajak
individu.

3. METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian
Studi ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal untuk menguji

pengaruh pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap niat kepatuhan wajib
pajak individu. Pendekatan kuantitatif dianggap tepat karena studi ini bertujuan untuk menguji
hipotesis dan menganalisis hubungan antar variabel menggunakan data numerik dan teknik statistik.
Desain kausal digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini terdiri dari wajib pajak individu yang terdaftar dan memiliki kewajiban
pajak. Karena keterbatasan waktu dan akses, sampel sebanyak 200 wajib pajak individu dipilih, yang
dianggap memadai untuk analisis kuantitatif dan regresi linier berganda karena memenuhi persyaratan
minimum untuk keandalan dan validitas statistik. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sampling purposif, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu individu
yang memiliki nomor identifikasi wajib pajak dan memiliki pengalaman dalam memenuhi kewajiban
pajak seperti mengajukan laporan pajak atau membayar pajak, sehingga memastikan bahwa responden
relevan dengan tujuan penelitian dan mampu memberikan tanggapan yang bermakna dan dapat
diandalkan.

3.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari responden melalui
kuesioner terstruktur yang dibagikan kepada wajib pajak individu, yang dirancang untuk menangkap
persepsi dan sikap responden terkait pengetahuan pajak, keadilan pajak, sanksi pajak, dan niat
kepatuhan. Semua tanggapan diukur menggunakan skala Likert lima poin, di mana 1 menunjukkan
“sangat tidak setuju” dan 5 menunjukkan “sangat setuju,” karena skala ini memungkinkan responden
untuk mengekspresikan tingkat kesepakatan mereka dengan setiap pernyataan dan secara luas
digunakan dalam penelitian ilmu perilaku dan sosial.

Vol. 5, No. 01, Januari 2026, pp. 23~33



Jurnal Akuntansi dan Keuangan West Science 0 28

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan tiga variabel independen, di mana niat
kepatuhan merupakan variabel dependen yang merujuk pada kesediaan wajib pajak individu untuk
mematuhi peraturan pajak secara sukarela, diukur melalui indikator seperti niat untuk melaporkan
penghasilan secara akurat, membayar pajak tepat waktu, dan mematuhi undang-undang pajak di masa
depan. Variabel independen meliputi pengetahuan pajak, yang mencerminkan pemahaman wajib pajak
terhadap peraturan, prosedur, dan kewajiban pajak, diukur melalui indikator seperti pemahaman
terhadap aturan pajak, kesadaran akan hak dan kewajiban pajak, pengetahuan tentang prosedur
pelaporan, dan kesadaran akan sanksi pajak; persepsi keadilan pajak, yang merujuk pada penilaian
wajib pajak terhadap keadilan dan kesetaraan sistem pajak, diukur melalui indikator terkait distribusi
beban pajak yang adil, administrasi pajak, dan penggunaan pendapatan pajak; dan sanksi pajak, yang
mewakili persepsi wajib pajak terhadap keberadaan dan efektivitas sanksi untuk ketidakpatuhan,
diukur melalui indikator seperti kesadaran akan sanksi, persepsi tentang keparahan sanksi, dan
persepsi tentang kepastian penegakan. Semua variabel dalam studi ini diukur menggunakan item
pernyataan yang diadaptasi dari literatur relevan dan disesuaikan dengan konteks wajib pajak individu.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam studi ini dianalisis menggunakan Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) versi 25 melalui beberapa tahap analisis, termasuk statistik deskriptif untuk
menggambarkan karakteristik responden dan merangkum distribusi respons untuk setiap variabel
penelitian; pengujian validitas menggunakan analisis korelasi untuk memastikan bahwa setiap item
kuesioner secara akurat mengukur konstruk yang dimaksud; pengujian reliabilitas menggunakan
Cronbach’s Alpha untuk menilai konsistensi internal instrumen pengukuran, dengan nilai di atas 0,70
menunjukkan reliabilitas yang dapat diterima; uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi
memenuhi asumsi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas; analisis regresi linier berganda
untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap niat
kepatuhan; serta uji hipotesis menggunakan uji t untuk menilai efek parsial setiap variabel independen
dan uji F untuk mengevaluasi efek simultan mereka, dengan tingkat signifikansi 5% digunakan sebagai
kriteria penerimaan hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Statistik Deskriptif
Sebanyak 200 kuesioner dibagikan dan semua dikembalikan serta dianggap valid untuk analisis.
Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif untuk setiap variabel penelitian.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (n = 200)

Variable Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Tax Knowledge 2.10 5.00 4.12 0.58
Perception of Tax |, 5.00 4.05 0.61

Fairness

Tax Sanctions 2.20 5.00 3.98 0.64
Compliance 2.30 5.00 420 0.55

Intention

Tabel 1 menampilkan statistik deskriptif dari variabel penelitian berdasarkan tanggapan dari 200
wajib pajak individu. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan nilai rata-rata yang relatif tinggi pada
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semua variabel, menunjukkan bahwa responden umumnya memiliki persepsi dan sikap positif
terhadap perpajakan. Pengetahuan perpajakan memiliki nilai rata-rata 4,12 dengan simpangan baku
0,58, menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap diri mereka memiliki pemahaman
yang baik tentang peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan, dengan variasi tanggapan yang
relatif rendah. Variabel persepsi keadilan perpajakan menunjukkan nilai rata-rata 4,05 dan simpangan
baku 0,61, menunjukkan bahwa responden cenderung memandang sistem perpajakan sebagai adil dan
setara, meskipun variasi persepsi sedikit lebih besar dibandingkan dengan pengetahuan perpajakan.
Sanksi pajak memiliki nilai rata-rata 3,98 dengan simpangan baku 0,64, menunjukkan bahwa responden
umumnya menyadari dan mengakui keberadaan serta pentingnya sanksi pajak, namun persepsi
mengenai sanksi bervariasi lebih luas di antara individu. Niat kepatuhan mencatat nilai rata-rata
tertinggi 4,20 dengan simpangan baku 0,55, mencerminkan niat kepatuhan yang kuat di kalangan
responden terhadap peraturan pajak. Standar deviasi yang relatif rendah di semua variabel
menunjukkan pola respons yang cukup konsisten, memperkuat gagasan bahwa wajib pajak individu
dalam sampel cenderung memiliki niat kepatuhan yang tinggi didukung oleh pengetahuan pajak yang
memadai, persepsi keadilan yang positif, dan kesadaran akan sanksi pajak.

4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Uiji validitas menunjukkan bahwa semua item kuesioner memiliki nilai korelasi item-total yang
disesuaikan lebih dari 0,30, menunjukkan bahwa semua item valid. Uji reliabilitas menggunakan
Cronbach’s Alpha menghasilkan nilai di atas ambang batas yang dapat diterima sebesar 0,70 untuk
semua variabel.
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variable Number of Items Cronbach’s Alpha
Tax Knowledge 5 0.816
Perception of Tax Fairness 5 0.844
Tax Sanctions 4 0.795
Compliance Intention 5 0.867

Hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam tabel menunjukkan bahwa semua variabel penelitian
memiliki konsistensi internal yang baik dan memenuhi kriteria reliabilitas untuk analisis kuantitatif.
Variabel pengetahuan perpajakan, yang diukur dengan lima item, memiliki nilai Cronbach’s Alpha
sebesar 0.816, menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi di antara item-item dalam mengukur
pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan kewajiban perpajakan. Persepsi keadilan pajak
menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha yang lebih tinggi, yaitu 0.844, pada lima item, menunjukkan
bahwa indikator yang digunakan secara konsisten mencerminkan penilaian wajib pajak terhadap
keadilan dalam sistem pajak. Variabel sanksi pajak, yang diukur dengan empat item, menghasilkan nilai
Cronbach’s Alpha sebesar 0.795, yang juga melebihi ambang batas yang umum diterima sebesar 0.70,
menunjukkan pengukuran yang andal meskipun terdapat variasi respons yang sedikit lebih besar.
Sementara itu, niat kepatuhan mencatat nilai Cronbach’s Alpha tertinggi sebesar 0.867 pada lima item,
menunjukkan konsistensi internal yang sangat kuat dalam mengukur kesediaan wajib pajak untuk
mematuhi peraturan perpajakan. Secara keseluruhan, hasil ini mengonfirmasi bahwa semua instrumen
pengukuran yang digunakan dalam studi ini dapat diandalkan dan sesuai untuk analisis statistik lebih
lanjut.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi 0,087
(> 0,05), menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai
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toleransi di atas 0,10 dan nilai Faktor Inflasi Varians (VIF) di bawah 10 untuk semua variabel
independen, menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas
menggunakan metode Glejser menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, mengonfirmasi tidak
adanya heteroskedastisitas.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, persepsi

keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap niat kepatuhan.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variable Fﬁe)gressmn Coefficient tvalue Sig,
Constant 0.812 3.254 0.001
Tax Knowledge 0.342 5.847 0.000
Perception —of = Tax | )5 4972 0.000
Fairness

Tax Sanctions 0.215 3.764 0.000

Tabel 3 menampilkan hasil analisis regresi linier berganda yang menguji pengaruh pengetahuan
perpajakan, persepsi keadilan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap niat kepatuhan wajib pajak
individu. Nilai konstanta sebesar 0,812 dengan tingkat signifikansi 0,001 menunjukkan bahwa niat
kepatuhan tetap positif meskipun semua variabel independen dipertahankan konstan. Pengetahuan
pajak menunjukkan koefisien regresi terbesar (3 = 0.342) dengan nilai t sebesar 5.847 dan tingkat
signifikansi 0.000, menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki efek positif yang kuat dan secara
statistik signifikan terhadap niat kepatuhan. Temuan ini menyarankan bahwa wajib pajak yang
memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang peraturan dan prosedur pajak lebih cenderung berniat
untuk mematuhi kewajiban pajaknya secara sukarela. Persepsi keadilan pajak juga memiliki efek positif
yang signifikan terhadap niat kepatuhan, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien regresi 0,298, nilai t
4,972, dan tingkat signifikansi 0,000, menyoroti pentingnya persepsi keadilan dan kesetaraan dalam
sistem pajak dalam membentuk kemauan wajib pajak untuk patuh. Sanksi pajak juga menunjukkan
pengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan, dengan koefisien regresi sebesar 0.215, nilai t
sebesar 3.764, dan tingkat signifikansi 0.000, meskipun magnitudu pengaruh ini lebih kecil
dibandingkan dengan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan. Secara keseluruhan, hasil ini
menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penegakan hukum seperti sanksi memainkan peran
pencegahan yang penting, faktor kognitif dan persepsi—terutama pengetahuan pajak dan persepsi
keadilan —memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam membentuk niat kepatuhan wajib pajak individu.

4.5 Koefisien Determinasi

Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa model regresi memiliki nilai R sebesar 0,732
dengan R Square sebesar 0,536 dan Adjusted R Square sebesar 0,529, menunjukkan bahwa 53,6% variasi
dalam niat kepatuhan wajib pajak individu dapat dijelaskan oleh pengetahuan pajak, persepsi keadilan
pajak, dan sanksi pajak, sedangkan 46,4% variasi lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak
termasuk dalam model ini, seperti kepercayaan terhadap otoritas pajak, norma moral, pengaruh sosial,
atau variabel psikologis dan kontekstual lainnya.

4.6 Pembahasan
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif yang
signifikan terhadap niat kepatuhan wajib pajak individu. Koefisien regresi menunjukkan bahwa tingkat
pengetahuan pajak yang lebih tinggi secara substansial meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk
mematuhi peraturan pajak. Temuan ini mendukung teori perilaku yang menyarankan bahwa
pemahaman yang cukup tentang aturan dan prosedur pajak meningkatkan kontrol perilaku yang
dirasakan, mengurangi ketidakpastian, dan meminimalkan kesalahan yang tidak disengaja, sehingga
mendorong kepatuhan sukarela di kalangan wajib pajak individu (SAGLAM & Orhan, 2018; Zehms,
2020).

Persepsi keadilan pajak juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap niat
kepatuhan. Hasil ini menyoroti pentingnya pertimbangan keadilan dalam membentuk sikap wajib pajak
terhadap perpajakan. Ketika wajib pajak memandang sistem pajak sebagai adil, transparan, dan
diterapkan secara konsisten, mereka lebih cenderung menganggap kepatuhan pajak sebagai tanggung
jawab moral dan kewarganegaraan daripada kewajiban yang dipaksakan. Persepsi positif ini
memperkuat kepercayaan terhadap otoritas pajak dan memperkuat motivasi intrinsik wajib pajak untuk
patuh.

Sanksi pajak ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan,
meskipun magnitudenya lebih kecil dibandingkan dengan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan.
Hal ini menyarankan bahwa meskipun sanksi memainkan peran pencegahan yang penting dengan
meningkatkan biaya yang dirasakan akibat ketidakpatuhan, sanksi lebih efektif ketika diterapkan
bersamaan dengan inisiatif pendidikan dan kebijakan yang berorientasi pada keadilan. Secara
keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa niat kepatuhan dipengaruhi oleh kombinasi faktor
kognitif, faktor sikap, dan mekanisme penegakan, yang mengimplikasikan bahwa otoritas pajak harus
mengadopsi strategi seimbang yang mengintegrasikan pendidikan wajib pajak, kebijakan pajak yang
adil, dan penegakan yang konsisten untuk meningkatkan niat kepatuhan wajib pajak individu.

5. KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak
secara signifikan mempengaruhi niat kepatuhan wajib pajak individu. Pengetahuan pajak muncul
sebagai determinan terkuat, menunjukkan bahwa wajib pajak yang lebih memahami peraturan pajak
lebih bersedia untuk patuh secara sukarela. Persepsi keadilan pajak juga memainkan peran krusial
dengan memupuk sikap positif dan kepercayaan terhadap sistem pajak, yang memperkuat niat
kepatuhan. Di sisi lain, sanksi pajak berfungsi sebagai pencegahan yang efektif yang memperkuat
perilaku kepatuhan ketika wajib pajak menyadari konsekuensi ketidakpatuhan. Secara keseluruhan,
temuan ini menekankan bahwa niat kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh kombinasi faktor pendidikan,
psikologis, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, otoritas pajak didorong untuk mengadopsi
pendekatan terintegrasi yang meningkatkan pengetahuan wajib pajak, memastikan keadilan dalam
administrasi pajak, dan menegakkan sanksi secara konsisten untuk meningkatkan kepatuhan pajak
secara keseluruhan.
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